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ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 angka 2, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 angka (1), Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 angka (2), Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Syarat jumlah
Minimum Dukungan dan Persebarannya Pasangan calon Perseorangan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi; UU Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terkahir dengan UU Nomor
9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan



CATATAN:

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-
Kpt/7403/Kab./1X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020; Keputusan
Komisi Pemilihan Umum kabupaten Muna Nomor 551/PL.02.1-
Kpt/7403/Kab./X/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu terakhir sebagai
Dasar Penetapan Syarat Minimum Jumlah dukungan dan Persebarannya Pasangan
Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Muna Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 552/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./X/2019 diatur tentang:
Syarat Minimal Jumlah Dukungan dan Persebaran Calon Perseorangan

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Oktober 2019.



